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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Penyusunan Peraturan Desa
Penelitian ini berjudul :â€•FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM 
MENYUSUN PERATURAN DESA (Studi Kasus di Desa Alue Bilie Kecamatan Darul 
Makmur  Kabupaten  Nagan  Raya).  Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana 
fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  menyusun  peraturan  desa.  Penelitian  ini 
bertujuan  untuk  mengetahui  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  menyusun 
peraturan  desa.  Metode  yang  digunakan  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. 
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara.  Yang  menjadi  informan  dalam 
penelitian  ini  berjumlah  lima  orang  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  satu 
diantaranya  adalah  Kepala  Desa  Alue  Bilie  Kecamatan  Darul  Makmur  Kabupaten 
Nagan  Raya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  fungsi  Badan  Permusyawaratan 
Desa  sudah  dilaksanakan  secara  maksimal  berdasarkan  ketentuan -ketentuan  yang 
meliputi  fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  yaitu;  Mambahas  Peraturan  Desa, 
Menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  Menetapkan  Peraturan  Desa  serta 
Mengawasi.  Sementara  kendala-kendala  yang  dihadapi  sangat  lengkap  baik  dari  segi 
fasilitas  sarana  dan  prasarana  serta  tingkat  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh 
lembaga  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam menyusun  peraturan  desa.  Kesimpulan 
fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  sudah  dilaksanakan  secara  maksimal  dengan  di 
dukung oleh sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Alue Bilie dan  anggota  Badan 
Permusyawaratan  Desa  aktif  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  ditengah 
terbatasan  yang  ada,  untuk  memberikan  kepuasan  pada  masyarakat  terhadap  lembaga 
Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai  mitra  kerja  pemerintah  desa  dalam  menyusun 
peraturan desa untuk mewujudkan pembagunan.  Saran dalam penelitian ini diharapkan 
pemerintah desa dalam hal ini keuchik dan  Badan Permusyawaratan Desa bekerja sama 
dalam menjalankan  pemerintahan  desa,  sehingga  terwujud  seluruh  program  desa  yang 
direncanakan bersama sebagai wujud fungsi Badan permusyawaratan Desa.
